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This research aims to be a source of knowledge regarding the economic level, efficiency and effectiveness of the
Rembang Regency Government Budget Realization Report. The type of research used in this research is
descriptive quantitative. The population in this research is all budget realization report data using the sampling
method, namely the purposive sampling method. Researchers chose to use secondary data with documentation
and observation data collection techniques. The data that has been collected is then calculated using the value for
money method and then conclusions are drawn. The research results show that in terms of economic ratios,
Rembang district is said to be economical because in the last 3 years it has been at a percentage of 90%-100%. In
terms of efficiency ratios, the Rembang district government has experienced a drastic decline over the last 3 years,
with an average of 93.09% falling under the criteria of being less efficient. In terms of effectiveness ratio, the
Rembang district government has experienced ups and downs in percentage over the last 3 years, but it is not
bad because the average is 99.9%. Viewed from an economic perspective from an Islamic perspective, the
Rembang Regency Government carries out its financial performance economically, by not committing
wasraffwaste. In terms of efficiency from an Islamic perspective, it is still not good, because lack of efficiency is
considered a violation of the mandate carried out. In terms of effectiveness, it is in accordance with an Islamic
perspective, according to a hadith from Muslim history which describes the importance of choosing good and
responsible leaders in government.
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Penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber informasi mengenai tingkat ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Rembang. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data
laporan realisasi anggaran, dengan metode penentuan sampel menggunakan teknik purposive
sampling. Peneliti menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa
dokumentasi dan observasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan
metode value for money, selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari
segi rasio ekonomi, Kabupaten Rembang tergolong ekonomis karena dalam tiga tahun terakhir
berada pada kisaran persentase 90%-100%. Dari segi rasio efisiensi, Pemerintah Kabupaten Rembang
mengalami penurunan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, dengan rata-rata sebesar 93,09%
yang termasuk dalam kriteria kurang efisien. Dari segi rasio efektivitas, Pemerintah Kabupaten
Rembang mengalami fluktuasi persentase dalam tiga tahun terakhir, namun masih tergolong baik
karena memiliki rata-rata sebesar 99,9%. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, Pemerintah
Kabupaten Rembang telah melaksanakan kinerja keuangan secara ekonomis dengan tidak
melakukan pemborosan (israf). Dari sisi efisiensi dalam perspektif Islam, kinerja tersebut masih
belum optimal karena ketidakefisienan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah
yang diemban. Sementara itu, dari sisi efektivitas, kinerja tersebut telah sesuai dengan perspektif
Islam, sebagaimana tercermin dalam hadis riwayat Muslim yang menekankan pentingnya memilih
pemimpin yang baik dan bertanggung jawab dalam pemerintahan.
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1. Pendahuluan

Organisasi sektor publik sebagai organisasi pemerintah yang berwenang mengelola
roda pemerintahan dengan sumber keabsahannya berasal dari masyarakat sehingga segala
sesuatu yang di laksanakan oleh pemerintah harus secara transparan dan akuntabel. Oleh
karena itu kepercayaan dari masyarakat perlu di wujudkan secara bersih. Penyelenggaraan
pembentukan sektor publik harus melahirkan good governance yang kerap disebut sebagai tata
pemerintahan yang baik. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia saat ini, menjadikan
organisasi sektor publik yang mengedepankan good governance wajib dilakukan pemerintah.
Organisasi sektor publik dalam melaksanakan tugasnya menemui berbagai rintangan dan
dorongan agar bekerja lebih efisien, mempertimbangkan biaya ekonomi dan biaya sosial, juga
konsekuensi buruk atas semua kegiatan yang dikerjakan, sebab seringkali organisasi sektor
publik dinilai kurang efisien dan melakukan berbagai pemborosan yang dapat menyebabkan
kerugian bagi institusi (Mardiasmo, 2002).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 berisi pemerintahan daerah telah ditetapkan
dan setiap daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban bertanggung jawab dalam
mengelola dan menangani urusan pemerintahan serta kepentingan warga searah dengan
peraturan perundang-undangan, yang dapat dimaknai seperti kewenangan yang diperoleh
pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Landasan pemerintah dalam melaksanakan
otonomi daerah berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kekuatan
keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dapat menjadi indikator
keberhasilan otonomi daerah dalam aspek keuangan. Sehingga dibutuhkan evaluasi kinerja
keuangan daerah sebagai acuan dalam penentuan kebijakan untuk tahun anggaran
berikutnya (Maryanti & Agus, 2021: 86-99). Menurut Tito dkk (2020: 339-46) Penerapan
otonomi daerah ini membawa logika dasar yang memerlukan manajemen keuangan yang
efektif serta efisien, dimulai dari tahap penyusunan, pengoperasian, hingga pengawasan.
Tujuan otonomi daerah adalah menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah, sehingga
mengecilkan ketergantungan mereka pada pemerintah pusat. Secara tak langsung,
pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki wilayahnya,
salah satunya dengan meningkatkan belanja daerah.

Menurut Lontaan & Pangerapan (2016) Belanja daerah adalah pengeluaran yang
dilaksanakan oleh daerah, ditempatkan berlandaskan prinsip keadilan dan pemerataan,
dengan fungsi agar semua kelompok masyarakat dapat menikmatinya tanpa diskriminasi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu fondasi utama dalam
penyusunan program pengembangan pemerintah daerah. Melalui penyusunan ini,
pemerintah daerah berusaha memperbaiki pengelolaan keuangan, khususnya dalam
merencanakan APBD. Pengelolaan APBD yang efektif perlu mengutamakan kepentingan
umum, sehingga realisasi dan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang didanai
dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan mencukupi kebutuhan serta tuntutan
masyarakat akan pelayanan pemerintah yang berfokus pada kepentingan umum. Namun,
saat pelaksanaannya, masih ada masalah dalam sistem pengelolaan APBD (Richardo & Royke,
2022: 61-71).

Pada akhir tahun 2019, dunia sedang menghadapi permasalahan besar dengan
merebaknya penyakit akibat virus corona atau orang-orang menyebutnya dengan Covid-19.
Wabah Covid-19 terbukti berdampak terhadap kondisi perekonomian dan sosial di Indonesia,
serta efek yang meluas di seluruh wilayah. Perekonomian daerah-daerah terancam,
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memperburuk kondisi yang sudah ada. Sebagai respons, pemerintah Indonesia segera
mengambil langkah tegas untuk menekan angka penyebaran virus secara optimal
(Muhammad: 2022). Di Indonesia, pemerintah memilih penerapan social distance sebagai solusi
dibandingkan penerapan lockdown. Motif mendasar mengapa Indonesia memilih pembatasan
sosial dilakukan karena banyaknya warga yang bergantung pada penghasilan harian,
sehingga mereka akan rentan tidak dapat mencari nafkah jika dilakukan lockdown.

Permasalahan covid 19 yang tidak kunjung usai membuat banyak masyarakat Indonesia
mengalami krisis ekonomi, sehingga pemerintah daerah mulai memberikan bantuan sosial.
Dampak wabah covid-19 membuat pemerintah kabupaten Rembang mengeluarkan SK
perubahan keempat Rencana Operasional Percepatan Penanggulangan Corova Virus Disease
2019 (Covid-19) Kabupaten Rembang Tahun pendanaan 2021 dengan semua biaya yang ada
sebagai ditetapkannya keputusan Bupati di titik beratkan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang (Abdul: 2020). Atas dasar surat keputusan tersebut
APBD belanja bantuan sosial serta belanja tidak terduga mengalami kenaikan yang sangat
tinggi, sehingga anggaran belanja yang telah dianggarkan tidak sesuai dengan realisasi yang
didapatkan. Ketidak sesuaian realisasi yang telah dianggarkan menimbulkan isu bahwa pada
Agustus tahun 2023 APBD Rembang mengalami defisit sebesar Rp 143 Miliyar, bahkan
berpotensi membekak kurang lebih Rp 290 miliar, kejadian ini disebabkan oleh beberapa
aspek pendanaan yang tidak diperhitungkan selama setahun terakhir (Abdul & Vachri, 2023).

Kinerja kabupaten Rembang yang masih kurang baik dalam perencanaan anggaran
berdampak terjadinya defisit, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi serta penilaian
terhadap karyawan, jadi pemerintah dapat mengetahui karyawan yang memiliki potensi
produktivitas yang baik dan kurang baik dalam menentukan keputusan yang terkait dengan
kinerja. Sebagai pemimpin yang baik, maka diperlukan cara mengambil keputusan yang adil,
seperti yang diajarkan dalam surat Al Maidah ayat 8 yang berbunyi:

bt ¥ laad T e o 58 i a0a 20 Y5 Mb;\d@»dﬂw\)ﬂ\yé\y\wﬂ\\{_\\b
Gstand Ly 5ol A0 5T ) 688157 s 58 8 5

Allah SWT memerintahkan orang-orang bertaqwa agar selalu menjalankan tugas serta
amal mereka dengan jujur, teliti, adil, dan ikhlas karena Allah SWT. Di akhir ayat, Allah
berjanji kepada orang beriman yang banyak melakukan amal saleh akan mendapat
pengampunan dan ganjaran yang besar.

Mengukur kinerja keuangan daerah merupakan topik yang menarik untuk dipelajari
secara lanjut. Konsep value for money yang mengedepankan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien, dan
Efektif) merupakan hal yang telah lama dikenal, dan merupakan prinsip penting dalam
pengelolaan anggaran kinerja suatu pemerintahan. Konsep ini menekankan pentingnya
pengelolaan yang ekonomis, dengan meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Efisien
dengan meraih hasil seoptimal mungkin melalui sumber daya yang tersedia. Efektif dengan
mencapai tujuan program sesuai target yang ditetapkan. Ketiga prinsip ini saling terkait dan
tidak dapat dipisahkan, dan harus dijalankan secara menyeluruh (Tito dkk, 2020: 339-46).

Permasalahan yang muncul menarik minat peneliti untuk mengukur dan mengkaji
tingkat perekonomian, efisiensi dan efektivitas Laporan Realisasi APBD Kabupaten Rembang
periode 2020 sampai dengan periode 2022 dengan menerapkan metode Value For Money.
Secara kontekstual, penelitian ini bermaksud menjadi sumber pengetahuan mengenai tingkat
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keekonomian, efisiensi dan efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten
Rembang. Salah satu hasil praktis yang diinginkan dapat digunakan sebagai alat evaluasi
prestasi. Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi dalam mengkaji keberhasilan
dan pengelolaan laporan keuangan untuk memaksimalkan kualitas pelayanan umum, serta
menjadi standar pemicu kinerja entitas sektor publik dalam hal transparansi dan akuntabilitas
terhadap halayak umum. Dari segi pemerintah, penelitian ini semoga dapat menjadi acuan
pemantauan efektivitas alokasi anggaran, sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan
di masa depan.

Good Governance

Good governance yaitu konsep yang mengarah pada proses pengambilan keputusan dan
implementasinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Konsep ini didasarkan
pada konsensus yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam
pengelolaan pemerintahan suatu negara. Good Corporate Governance memiliki Sembilan
prinsip, yaitu partisipasi warga, supremasi hukum, kepedulian terhadap warga, keselarasan
dengan konsensus, efektivitas dan efisiensi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan
tanggung jawab menunjukkan pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang apik untuk menumbuhkan tata kelola yang sehat, khususnya pada
pengelolaan keuangan negara dan daerah (Woleola, 2017:154-61).

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Siregar dalam Fanda Mentang, LRA atau Laporan Pendapatan Daerah adalah
dokumen yang menginformasikan ringkasan tentang asal usul, distribusi, dan pemanfaatan
sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Laporan ini juga
menampilkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya. LRA
meyajikan hal-hal seperti realisasi pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus/defisit, dan
pembiayaan dari entitas pelapor serta entitas akuntansi. Dalam Laporan Realisasi Anggaran,
sangat penting untuk mengidentifikasi dengan jelas dan berpotensi mengulangi informasi
berikut pada setiap halaman laporan: nama entitas pelapor dan entitas akuntansi atau bentuk
sebutan lainnya, periode yang dipilih, mata uang pelaporan, dan satuan numerik yang
digunakan. Laporan Realisasi Anggaran wajib ditampilkan minimal satu kali dalam setahun
(Syafrudin, 2016: 1-23). Kegunaan LRA akan berkurang jika laporan tersebut tidak segera
tersedia. Rumitnya operasional Pemerintah Daerah tidak bisa menjadi alasan entitas
pelaporan dan akuntansi gagal mempublish laporan keuangan dengan cepat. Sebagai bagian
dari laporan keuangan tahunan, entitas pelapor wajib menyajikan LRA paling lambat 6 (enam)
bulan setelah akhir tahun buku, sedangkan entitas akuntansi wajib menyajikannya paling
lambat 2 (dua) bulan setelah akhir tahun buku (Karjono & Sulistianingsih, 2020: 272-302).

Laporan Realisasi Anggaran sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya
untuk menilai kinerja pemerintah atau dinas. LRA memuat informasi mengenai anggaran
yang telah ditetapkan sebelumnya serta realisasi anggaran pada periode tersebut. Dengan
komponen-komponen ini, LRA dapat digunakan untuk menghitung efektivitas dan efisiensi
anggaran. Penghitungan ini dapat dilaksanakan dengan menyandingkan antara anggaran
yang direncanakan dengan kenyataannya (Heri & Agustina, 2020: 1-10).
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Pengukuran Kinerja

Kinerja organisasi publik harus dinilai kesuksesannya untuk dapat dievaluasi kualitas
pelayanan umum yang mereka bagikan (Jadid, dkk (2020: 56-57). Pengukuran kinerja
melibatkan penilaian pencapaian pekerjaan dibandingkan dengan tujuan dan target yang
sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini mencakup evaluasi efisiensi penyediaan barang dan
jasa, kualitas barang dan jasa (diukur berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan),
membandingkan hasil program dengan tujuan yang diharapkan, dan menilai efektivitas
tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut (Mahsun,

Kinerja keuangan mencerminkan situasi finansial perusahaan pada periode tertentu,
termasuk bagaimana perusahaan mengumpulkan dan mengalirkan dana. Umumnya, kinerja
keuangan dinilai dengan memperhatikan indikator-indikator seperti kepuasan modal,
likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan: 2006). Kinerja keuangan pemerintah daerah
merupakan hasil evaluasi kuantitatif terhadap kegiatan atau program dalam mencapai target
dan tujuan pemerintah daerah. Penilaian ini digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi
dan merumuskan tindakan yang diambil guna meningkatkan kualitas sektor publik (Sari &
Wati.

Kinerja Dalam Perspektif Islam
Menurut Zadjuli dalam Yoga (2019), Islam menilai kinerja keagamaan seseorang dengan
melihat beberapa indikator, antara lain niat bekerja karena Allah, ketika bekerja berpedoman
pada aturan/normal/syariah secara kaffah. Adab atau etika yang sesuai dengan prinsip islam
dalam menggapai kinerja yang baik yaitu:
a. Amanah
Amanah merupakan dasar tanggung jawab kepada Allah SWT. Dalam menjalankan
pekerjaan, seseorang harus bertanggung jawab kepada negara, organisasi, masyarakat, dan
individu. Seperti yang tertuang dalam hadist di bawah ini:
Madie (e Jsila shy gl syn alug adle A e A k) 08 06 Lafle A (o) ae (31 G
' $ I mnaa))

Artinya: Ibnu Umar RA meriwayatkan: Rasulullah SAW bersabda, Seorang pemimpin
merupakan pelindung dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. (Sahih al-
Bukhari)

b. Bertanggung jawab

Tanggung jawab mengacu pada kewajiban atau tugas yang harus dipenuhi oleh seseorang
dalam melakukan tindakan atau mengelola sesuatu. Ini melibatkan kesadaran akan akibat
dari tindakan tersebut dan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan norma, hukum, atau
standar yang berlaku. Pemerintahan yang tanggung jawab mengacu pada kewajiban
pemimpin atau pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, memenuhi
harapan masyarakat, dan bertanggung jawab dalam memberi keputusan dan tindakan
yang diambil. Seperti yang tertuang dalam hadist dibawah ini:

555 "k | gz | DA g bl ) s 1M 06 by adde A e B J5) G oA o e
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Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah % beliau bersabda: Jika manusia mengangkat
orang-orang kasar dalam urusan (pemerintahan), mereka akan ditimpa oleh orang-
orang tersebut. (HR. Muslim)

c. Melakukan Penghematan

Dalam Islam, israf (pemborosan) dianggap sebagai perilaku yang tidak disukai karena
bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan tanggung jawab. Seperti
hadis di bawah ini yang menyampaikan tentang larangan israf. Dari Anas bin Malik RA,

Rasulullah SAW bersabda: ) )
- S Gadiiy e e 4 il s O G
- (Bx jradll 3adaa ye 4l )
Artinya:  Sesungguhnya Allah menyukai melihat tanda nikmat-Nya pada hamba-Nya

dan Dia membenci israf.

Value for money

Menurut Mardiasmo (2015), value for money dalam pengelolaan organisasi sektor publik
berpusat pada tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Perekonomian
melibatkan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan biaya
terendah, dengan membandingkan masukan tersebut dengan nilainya dalam istilah moneter.
Efisiensi berarti memaksimalkan output dengan input tertentu atau menggunakan input
paling sedikit untuk menggapai ouput tertentu, dengan membandingkan keluaran/masukan
terhadap standar atau sasaran kinerja yang telah diputuskan. Efektivitas mengukur sejauh
mana hasil program mencapai target yang ditentukan, dengan membandingkan outcome
terhadap output.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini berupa seluruh data laporan realisasi anggaran (LRA), dengan metode
penentuan dalam pengambilan sampel yang dipilih penulis yaitu purposive sampling method.
Adapun pertimbangan dilakukan dengan cara berurutan yaitu analisa terhadap laporan
realisasi anggaran kabupaten Rembang dari pasca covid, realisasi belanja yang tidak seimbang
dengan pendapatan belanja, dan adanya pemberitaan bahwa pemerintah kabupaten Rembang
mengalami defisit pada tahun 2023, dengan mempertimbangkan alasan tersebut penulis
menentukan sampel yaitu laporan realisasi anggaran pada kabupaten Rembang tahun 2020 -
2022. Peneliti memilih menggunakan data sekunder untuk memperoleh informasi dalam
melengkapi kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian
ini berupa dokumentasi dan observasi. Setelah mendapat angka rasio, dilanjutkan
pengukuran rasio dengan rumus yang ada pada metode value for money. Pengukuran inti
kinerja pada organisasi sektor pemerintah menggunakan metode ini, kemudian dijelaskan
dan ditafsirkan hasil dari angka-angka rasio tersebut. Terakhir, menarik kesimpulan dengan
melakukan evaluasi dan analisis proporsi, prestasi, serta rasio untuk mengidentifikasi
kelemahan dan keunggulan yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Rembang. Berikut data
yang sekunder yang digunakan peneliti:
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Tabel 1
Data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Rembang
Tahun 2020-2022 (dalam rupiah)
Pendapatan Belanja

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

2020 1.867.686.369.423,00 1.878.325.919.915,50  1.493.626.825.553,00 1.425.834.550.259,20

2021 1.849.139.775.254,62 1.892.657.491.765,46  1.907.473.943.742,72  1.802.417.454.491,00

2022 1.902.531.081.903,00 1.841.484.139.352,53  2.232.003.097.935,00 1.991.790.018.142,71
Sumber: website rembangkab.go.id 2023

Tahun

3. Hasil dan Pembahasan
Hasil Perhitungan Ekonomi

Ekonomis mengacu pada pengadaan sumber daya dengan biaya yang lebih rendah atau
mendekati harga pasar. Aktivitas operasional dianggap ekonomis ketika dapat mengurangi
atau menghilangkan biaya yang tidak penting. Semakin baik kinerja Pemerintah Kabupaten
Rembang dalam penggunaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan maka semakin
tinggi nilai rasio ekonomisnya.

Menurut Mahsun dkk (2013) Pengukuran rasio ekonomis penelitian ini memakai rumus
perhitungan berikut ini:

Realisasi Belanja

Rasio Ekonomis = —x 100%
Anggaran Belanja

Golongan ekonomis adalah sebagai berikut:

1) Apabila >100% tergolong Sangat Ekonomis

2) Apabila >90-100% tergolong Ekonomis

3) Apabila >80-90% tergolong Cukup Ekonomis
4) Apabila >60-80% tergolong Kurang Ekonomis
5) Apabila <60% tergolong Tidak Ekonomis

Tabel 2
Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Rembang
Tahun Realisasi Belanja Daerah Anggaran Belanja Daerah  Rasio Ekonomi
2020 1.425.834.550.259,20 1.493.626.825.533,00 95,46%
2021 1.802.417.454.491,00 1.907.473.943.742,72 94,49%
2022 1.991.790.018.142,71 2.232.003.097.935,00 89,23%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah, 2024

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Belanja di atas, dapat dilakukan pengukuran

seperti berikut:

Pcio Ek < Tahm g0z - LA2583455025920
asto bionomits Tahun T 1493.626.825.533,00 .~ 0T 72R0%
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Rasio Ek s Tahun 2021 = ~o0e T ASAAILI0 4 04 = 94,499
asto Lionomis Tahun T 1907.473.943.742,72 00T RAIN

Rasio Ek s Tahun 2022 = oo - DVOIAETL 4 000, = g9 239
(10 BROTOTLS T S0es = 5232.003.097.935,00 0 077

Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Menurut Pratama dkk (2022: 149-55) Efisiensi merujuk pada keberhasilan output yang
optimal dengan penggunaan input tertentu yang minimal atau rendah. Hal ini mengacu pada
kemampuan untuk mengapai keberhasilan kerja atau produk dengan memanfaatkan sumber
daya dan anggaran seefisien mungkin. Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang dikatakan
efisien jika rasio yang didapat tidak melebihi 90%. Semakin kecil persentase rasio efisiensi
maka semakin baik kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rembang dalam mengelola sumber
daya dan dananya.

Menurut Mahsun dkk (2013) Pengukuran rasio efisiensi penelitian ini dilakukan dengan

rumus perhitungan berikut ini:

Rasio Efisiensi — Realisasi Belanja 100%
asio Efistensi = Realisasi PendapatanX ?

Golongan efisiensi adalah sebagai berikut:

1) Apabila >100% tergolong Tidak Efisien

2) Apabila >90-100% tergolong Kurang Efisien
3) Apabila >80-90% tergolong Cukup Efisien
4) Apabila >60-80% tergolong Efisien

5) Apabila <60% tergolong Sangat Efisien

Tabel 3
Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Rembang

Tahun Realisasi Belanja Daerah Realisasi Pendapatan Daerah Rasio Efisiensi

2020 1.425.834.550.259,20 1.878.325.919.915,50 75,90%
2021 1.802.417.454.491,00 1.892.657.491.765,46 95,23%
2022 1.991.790.018.142,71 1.841.484.139.352,53 108,16%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah, 2024

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja di atas, dapat melakukan penjumlahan

sebagai berikut:

Rasio Efisiensi Tahum 2070 < LA25834550250.20
asio Efisienst Tahun = 1.878325.919.915,50 % 0= /270

Rasio Efisiensi Tahum 071 < LB0ZA1745449000
asio Efisienst Tahun T 1.892.657.491.765,46 . =~ 27e7

Rasio Efisionsi Tahun 2027 = L201700:01814271
asio flSlenSl anun = 1841484139352,53X (I ) 0
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Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas
Menurut Ulum (2005) Efektivitas menggambarkan seberapa baik output program

mencapai tujuan program. Semakin besar output yang selaras dengan tujuan atau target yang
telah ditentukan, maka akan semakin efektif pula proses kerja organisasi. Keberhasilan dalam
mencapai tujuan menandakan bahwa organisasi tersebut beroperasi dengan efektif. Kinerja
pemerintah kabupaten Rembang dianggap efektif jika rasio yang dihasilkan melebihi 100%.
Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kinerja pemerintah kabupaten Rembang.
Menurut Mahsun dkk (2013) Pengukuran rasio efektivitas penelitian ini dilakukan

dengan rumus sebagai berikut:

) L Realisasi Pendapatan
Rasio Efektivitas = x100%
Anggaran Pendapatan

Ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:
1) Apabila >100% artinya Sangat Efektif

2) Apabila >90-100% artinya Efektif

3) Apabila >80-90% artinya Cukup Efektif
4) Apabila >60-80% artinya Kurang Efektif
5) Apabila <60% artinya Tidak Efektif

Tabel 4
Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Rembang
Tahun Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan Daerah Rasio
2020 1.878.325.919.915,50 1.867.686.369.423,00 100,56%
2021 1.892.657.491.765,46 1.849.139.755.254,62 102,35%
2022 1.841.484.139.352,53 1.902.531.081.903,00 96,79%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah, 2024

Berdasarkan tabel realisasi anggaran pendapatan di atas, dapat dilakukan perhitungan

sebagai berikut:
1.878.325.919.915,50

. . _ o — 0

Rasio Efektivitas Tahun 2020 1.867.686.369.423,00X 100% 100,56%

Rasio Efektivitas Tahun 2021 = 1892.657.491.765,46 100% = 102,35%

asio Efektivitas Tahun = 1.849.139.755.254,62 « 0T TR0
1.841.484.139.352,53

Rasio Efektivitas Tahun 2022 = x100% = 96,79%

1.902.531.081.903,00

Pembahasan
Rasio Ekonomi

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rasio ekonomis pada tahun 2020-2021 berada
pada kategori ekonomis dengan hasil 95,46% dan 94,49%. Dikatakan masuk kriteria ekonomis

karena terletak pada angka >90% sampai 100%. Kriteria ekonomis dapat diartikan bahwa
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kinerja pemerintahan Kabupaten Rembang pada tahun 2020-2021 tergolong baik. Konsep
rasio ekonomis itu penghematan yang meliputi manajemen secara hati-hati dan tanpa
pemborosan. Semakin tinggi persentase ekonomi maka semakin baik kinerja keuangan
pemerintah daerah. Namun, rasio ekonomis yang terendah terjadi pada periode 2022, yang
mana golongan rasio ekonomis yang seharusnya diperoleh kabupaten Rembang yaitu >100%
namun dari tahun 2022 pencapaian rasio ekonomis malah semakin menurun berada pada
golongan cukup ekonomis dengan hasil 89.23%. Hasil ini dikatakan cukup ekonomis karena
berada pada angka >80%-90%. Cukup ekonomisnya kinerja keuangan dapat terjadi karena
beberapa faktor seperti perbedaan antar rencana pengeluaran yang dianggarkan oleh
pemerintah daerah dan pengeluaran aktual yang terjadi. Kinerja keuangan yang cukup
ekonomis seperti ini menggambarkan pemerintahan Kabupaten rembang yang sedang
mengalami defisit anggaran yaitu situasi di mana pengeluaran melebihi penerimaan.

Dilihat dari segi ekonomis dalam perspektif islam Pemerintah Kabupaten Rembang
telah melakukan kinerja keuangan dengan ekonomis. Terbukti dalam perhitungan dengan
mengaplikasikan metode value for money hasil menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten
Rembang pada tahun 2020-2022 dari segi ekonomis memiliki rata-rata 93,06%, hasil ini masuk
pada kategori ekonomis dimana kategori ekonomis dimulai >90%-100%. Sehingga dalam segi
perspektif islam pemerintah Kabupaten Rembang tidak melakukan pemborosan. Dalam
Islam, israf (pemborosan) dianggap sebagai perilaku yang tidak disukai karena bertentangan

dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan tanggung jawab.

Rasio Efisiensi

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Rembang menggunakan rasio
efisiensi menunjukan bahwa tingkat efisiensi selama 2020-2022 selalu mengalami penurunan
kriteria. Pada tahun 2020 sebesar 75,90% masuk kategori efisien karena berada pada angka
>60%-80%, tahun 2021 sebesar 95,23% masuk tolok ukur kurang efisien sebab berada pada
angka >90%-100%, sedangkan tahun 2022 sebesar 108,16% masuk kategori tidak efisien karena
>100%. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Rembang belum mencapai target
anggaran belanja sesuai dengan yang ditentukan, yang berarti pengeluaran untuk mencapai
target anggaran belanja melebihi pendapatan yang diperoleh.

Ketidak efisienan menggambarkan penggunaan sumber daya keuangan yang tidak
optimal. Pengeluaran yang tidak terkontrol atau penggunaan dana yang tidak efisien dapat
menyebabkan pemborosan sumber daya keuangan. Ketidak mampuan mengelola hutang
dalam sebuah organisasi yang terlalu bergantung pada hutang untuk membiayai operasinya
dan tidak mampu mengelola hutang dengan baik dapat menyebabkan beban yang tinggi dan
membebani kondisi keuangan secara keseluruhan. Keterlambatan dalam pembayaran hutang
atau tagihan juga dapat menimbulkan biaya tambahan berupa bunga atau denda. Jika sebuah
organisasi tidak mampu memperoleh pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya

operasionalnya, hal ini dapat mengindikasikan kinerja keuangan yang tidak efisien.
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Pemerintah Kabupaten Rembang dilihat dari segi efisiensi dalam perspektif islam masih
belum baik. Ini dibuktikan dengan perhitungan yang mengaplikasikan metode Value for
Money menunjukan hitungan yang tidak efisien. Ketidak efisienan dalam sebuah
pemerintahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah yang diemban. Pemerintah
atau pemimpin yang efisien dan amanah akan lebih mungkin untuk bertanggung jawab atas

tindakan mereka dan siap mempertanggungjawabkannya.

Rasio Efektivitas

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan tingkat
efektivitas menunjukan selama 2020-2021 berada pada kriteria sangat efektif karena >100%,
dengan hasil perhitungan periode 2020 sejumlah 100,56% dan periode 2021 sejumlah 102,35%.
Rasio efektivitas terendah berada pada tahun 2022 tetapi masih termasuk dalam kriteria
efektif karena ada diantara >90%-100%, dengan persentase 96,79%. Kinerja pemerintahan yang
efektif merujuk pada kemampuan suatu pemerintah untuk menggapai tujuan-tujuan yang
telah ditentukan dengan cara yang efisien, adil, transparan, dan akuntabel. Artinya,
pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang mampu mengusahakan pelayanan umum
yang bermutu, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memaksimalkan ketentraman secara
menyeluruh. Kinerja pemerintahan yang efektif tidak hanya diukur dari pencapaian tujuan-
tujuan tertentu, tetapi juga dari proses-proses dan nilai-nilai yang mendasarinya. Pemerintah
yang efektif harus menjaga keseimbangan antara efisiensi administratif dan pelayanan yang
berkualitas, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi seluruh warga.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020-2022 dari segi efektivitas telah
sesuai dengan perspektif islam, seperti yang terdapat dalam hadist riwayat Muslim yang
artinya berikut ini: Hadist ini menggambarkan pentingnya memilih pemimpin yang baik dan
bertanggung jawab dalam pemerintahan. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang

bertindak dengan adil, bijaksana, dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

4. Simpulan

Didasarkan pada hasil akhir dan penjelasan yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan
dalam penelitian ini adalah: Dari segi rasio ekonomis kabupaten Rembang dikatakan
ekonomis karena 3 tahun terakhir berada pada presentase 90%-100% sesuai dengan teori Value
for Money. Namun persentase bukannya semakin naik malah semakin turun sehingga tahun
2022 berada pada kriteria cukup ekonomis dengan persentase 89,23%. Dilihat dalam
perspektif ekonomi islam Pemerintah Kabupaten Rembang tidak melakukan israf atau
disebut dengan pemborosan anggaran daerah, karena rata-rata rasio ekonomis 2020-2022
sebesar 93,06% termasuk kategori ekonomis. Dari segi rasio efisiensi, pemerintah kabupaten
Rembang mengalami penurunan drastis selama 3 tahun terakhir. Awalnya tahun 2020 rasio
efisiensi kabupaten Rembang masuk kategori efisien dengan persentase 75,90%. Sangat

disayangkan tahun 2021-2022 persentase semakin menurun menjadi 95,23% kategori kurang
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efisien sampai ke persentase 108,16% termasuk kategori tidak efisien. Rata-rata rasio efisiensi
93,09% masuk kriteria kurang efisien. Dari segi rasio efektivitas, pemerintah kabupaten
Rembang mengalami naik turun persentase selama 3 tahun terakhir, tetapi penurunan
tersebut tidak terlalu buruk karena dari yang awalnya sangat efektif menjadi efektif. Jika di
rata-rata, rasio efektivitas tahun 2020-2022 sebesar 99,9% termasuk kategori efektif. Dilihat
dari segi perspektif islam, kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020-2022 telah
sesuai dengan perspektif islam yaitu bertanggungjawab. Dapat disimpulkan kinerja
Pemerintah Kabupaten Rembang periode 2020-2022 tergolong belum optimal sepenuhnya.
Penelitian ini dalam mengukur kinerja suatu pemerintahan daerah hanya menggunakan data
laporan realisasi anggaran tahun 2020-2022. Keterbatasan waktu menjadi faktor peneliti tidak
melihat dari sisi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) untuk
memahami lebih dalam kinerja pemerintahan dalam setiap programnya-program yang
dilakukan. Peneliti berikutnya yang akan menjelajahi topik serupa diharapkan melaksanakan
evaluasi kinerja yang lebih komprehensif. Selain mempertimbangkan laporan realisasi
anggaran, penting juga untuk memperhatikan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintahan (LAKIP) agar mendapatkan kepahaman yang lebih jelas tentang kinerja

pemerintah dalam setiap programnya.
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